BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PP
Nomor 46 Tahun 2013 pada CV. Kusuma Jaya Abadi. Subyek penelitian ini
diambil karena masih belum banyak penelitian yang menggunakan UKM yang
bergerak di bidang konstruksi dan reparasi mesin. Informan dalam penelitian ini
terdiri dari dua orang. Informan pertama merupakan pemilik CV. Kusuma Jaya
Abadi dan informan kedua adalah bagian administrasi CV. Kusuma Jaya Abadi.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa subyek penelitian yaitu
CV. Kusuma Jaya Abadi belum secara penuh menerapkan PP Nomor 46 Tahun
2013 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan itu pula,
subyek penelitian menggunakan tarif 1% (satu persen) dari besarnya omzet dalam
satu tahun periode yang pembayarannya dapat diangsur tiap bulan. Peraturan PP
Nomor 46 Tahun 2013 menggantikan peraturan yang tertera pada UU PPh Pasal
25 dengan tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) dari laba bersih. Peraturan
ini dianggap semakin merugikan para wajib pajak yang dikenai tarif ini, tidak

sejalan dengan tujuannya yang ingin lebih meringankan para wajib pajak.
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Penyusunan laporan laba rugi perusahaan ini juga masih kurang dikarenakan
banyak bukti transaksi yang hilang, sehingga nilai yang tertera tidak akurat.

Jumlah pendapatan yang dimasukkan dalam laporan tersebut tidak benar
yang kesalahan dalam penulisan oleh bagian administrasi. Lebih mengherankan
lagi bahwa pihak pajak tidak mengetahui hal tersebut. Seharusnya apabila ada
kesalahan dalam penyampaian SPT Tahunan disertai laporan keuangan juga.
Apabila terdapat kesalahan maka berkas tersebut akan dikembalikan untuk
pembetulan. Kenyataannya SPT Tahunan beserta laporan keuangan diterima oleh
pihak pajak.

Kekurangan dari perusahaan ini adalah tidak melakukan penyimpanan
berkas secara baik sehingga banyak yang hilang. Nilai yang dimasukkan dalam
laporan laba rugi juga tidak sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Penerapan PP
Nomor 46 Tahun 2013 juga belum dilaksanakan karena saat itu masih enam bulan
pertama sejak diberlakukannya peraturan tersebut, sehingga masih bingung.

Seharusnya laporan laba rugi sesuai dengan bukti transaksi yang ada.
Penyimpanan bukti transaksi untuk sistem pencatatan secara periodik harus benar-
benar rapi dan dijaga agar tidak hilang sehingga berpengaruh terhadap nilai pada
laporan laba rugi. Kekurangan dari peraturan ini yaitu dirasa merugikan bagi
wajib pajak. Merugikan dikarenakan jumlah yang akan disetorkan semakin besar
dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Tarif yang ditentukan memang kecil,
yakni 1% dibandingkan dengan peraturan sebelumnya sebesar 12,5%, namun

dasar dari pengenaan tarif tersebut yang membuat nilai yang disetorkan semakin
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besar. Tarif sebelumnya berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 didasarkan pada
besarnya laba bersih, sedangkan untuk PP Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku
saat ini didasarkan pada besarnya omzet, yaitu besarnya pendapatan. Tidak hanya
itu, apabila perusahaan mengalami kerugian, maka hal itu tidak mempengaruhi
karena pajak didasarkan pada pendapatan perusahaan tersebut. Kekurangan lain
dari perusahaan ini adalah tidak disusunnya laporan keuangan secara bulanan,
sehingga peneliti  memberikan inventarisasi guna membantu perusahaan

menyusun laporan keuangan untuk periode selanjutnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

a. Pembuatan laporan keuangan hanya dilakukan secara tahunan saja. Hal
tersebut membuat keuangan untuk tiap bulannya sulit diketahui seperti
pembayaran gaji dan beban-beban yang dibayarkan tiap bulan.

b. Berkas-berkas yang mendukung dan diberikan ke peneliti hanya laporan laba
rugi dan neraca, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dan Faktur Pajak. Untuk
bukti pengeluaran, perusahaan tidak memperbolehkan peneliti untuk meng-
copy. Tidak adanya bukti fisik yang dapat diberikan pihak UKM kepada
peneliti juga membuat peneliti kesulitan. Kesulitannya adalah pada saat ada
kesalahan pada saat menyalin di lokasi penelitian maka nilai yang dimasukkan

juga salah.
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c. Subyek penelitian yang digunakan hanya berasal dari satu bidang dalam UKM
dan terdiri dari satu subyek saja. Selain itu Hal tersebut membuat hasil dari
penelitian sulit untuk dibandingkan.

d. Berdasarkan subyek penelitian yang digunakan, peneliti menemukan akan
kurang disiplinnya perusahaan dalam melakukan penyimpanan berkas. Hal
tersebut mengakibatkan hasil atau nilai yang tertera dalam laporan keuangan
kurang lengkap.

e. Berkas yang digunakan hanya sebatas untuk tahun 2013 saja, sehingga
penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 hanya terlihat pada enam bulan di awal

saja.

5.3 Saran

a. Untuk subyek penelitian, yaitu CV. Kusuma Jaya Abadi disarankan untuk
membuat laporan keuangan secara bulanan agar dapat diketahui besarnya laba
dan omzet yang diperoleh tiap bulannya. Laporan keuangan yang disusun
secara bulanan juga dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan
tahunan. Berkas yang digunakan apabila menyusun laporan keuangan secara
tahunan akan menumpuk terlalu banyak. Sebaliknya apabila menyusun
laporan keuangan, maka yang diperlukan hanya laporan keuangan tiap
bulannya saja.

b. Untuk CV. Kusuma Jaya Abadi, agar lebih diperhatikan lagi mengenai

penyimpanan berkas-berkas bukti pengeluaran. Penyimpanan berkas secara
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rapi dan teliti diharapkan dapat mempermudah dalam menyusun laporan
keuangan. bukti yang lengkap membuat nilai dari laporan keuangan lebih
akurat.

Untuk peneliti selanjutnya menggunakan subyek UKM namun di lain bidang
agar dapat dibandingkan. Untuk peneliti selanjutnya menambah subyek
penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan satu subyek penelitian.
Penambahan subyek penelitian diharapkan dapat dijadikan perbandingan
antara subyek satu dengan yang lain.

. Untuk subyek penelitian yaitu CV. Kusuma Jaya Abadi dengan berjalannya
waktu dan untuk memperbaiki sistem keuangannya, maka sebaiknya lebih
memperhatikan mengenai penyimpanan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk
menyusun laporan keuangan.

Untuk subyek penelitian seharusnya mencatat nota pengeluaran beserta
pencatatan transaksi pada saat transaksi itu terjadi, sehingga tidak terjadi
kesalahan nilai. Selain itu perusahaan juga harus menunjuk satu orang saja
untuk membuat nota pengeluaran sehingga ada yang diberikan tanggung
jawab.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah berkas sebagai data
penelitian. Berkas yang diimaksud adalah semua berkas dengan periode lebih
panjang sehingga dapat lebih dibandingkan. Semakin lama periode dalam
berkas yang digunakan, maka semakin mudah untuk melihat perbandingan

disetiap tahunnya bukan hanya di awal penerapan saja.
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